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Abstrak

Hak cipta musik merupakan elemen krusial dalam ekosistem industri kreatif Indonesia, yang diatur
secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Artikel ini
melakukan analisis yuridis mendalam terhadap perlindungan hak cipta musik, mencakup aspek
historis, substansi hukum, tantangan praktis, serta rekomendasi kebijakan. Dengan menggunakan
pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun kerangka hukum
telah diperbaharui, pelanggaran hak cipta musik masih menjadi masalah utama akibat keterbatasan
penegakan hukum dan dampak teknologi digital. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan institusi
pengawas dan edukasi masyarakat. Kata kunci: hak cipta musik, Indonesia, undang-undang,
penegakan hukum, industri kreatif.

Kata Kunci: Hak cipta musik, Indonesia, undang-undang, penegakan hukum, industri kreatif.

A. PENDAHULUAN

Industri musik Indonesia berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,
namun sering kali terganggu oleh pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan penggunaan
ilegal di platform digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi
instrumen utama dalam melindungi karya musik sebagai bagian dari hak kekayaan
intelektual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis perlindungan hak cipta

musik di Indonesia, dengan fokus pada dinamika hukum dan tantangan implementasi.
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Industri musik Indonesia berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,
dengan nilai pasar yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sebagaimana dilaporkan
oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Musik sebagai bentuk
ekspresi budaya dan seni tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi artis, produser, dan
label rekaman, tetapi juga mendorong inovasi kreatif dan pariwisata budaya. Namun, industri
ini sering kali terganggu oleh pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan fisik melalui CD
bajakan, penggunaan ilegal di platform digital seperti YouTube dan TikTok, serta remix tanpa
izin yang marak di era sosial media. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menjadi instrumen utama dalam melindungi karya musik sebagai bagian dari hak kekayaan
intelektual, yang mencakup hak moral dan ekonomi bagi pencipta.

Perkembangan teknologi digital, terutama internet dan aplikasi streaming, telah
mengubah lanskap industri musik secara drastis. Di satu sisi, teknologi ini memfasilitasi
distribusi musik secara global dan efisien, namun di sisi lain, memudahkan pelanggaran hak
cipta melalui unduhan ilegal, sharing file, dan penggunaan musik tanpa royalti. Data dari
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) menunjukkan bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan musik tertinggi di Asia Tenggara,
yang berdampak pada hilangnya pendapatan potensial bagi pemegang hak cipta. Artikel ini
bertujuan untuk mengkaji secara sistematis perlindungan hak cipta musik di Indonesia,
dengan fokus pada dinamika hukum, tantangan implementasi, dan solusi yang dapat
diterapkan untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan dan substansi hak cipta musik di Indonesia berdasarkan
undang-undang terkait?
2. Apatantangan dan solusi dalam penegakan hak cipta musik di era digital?
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
e Menganalisis pengaturan dan substansi hak cipta musik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perkembangannya secara historis.
e Mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hak cipta musik di era digital dan

mengusulkan solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum.
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B. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis
peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait hak cipta musik.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dengan
menggabungkan analisis hukum normatif terhadap undang-undang dan putusan pengadilan,
serta pendekatan empiris melalui studi kasus pelanggaran hak cipta musik.
Sumber Data

Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
putusan pengadilan terkait, dan konvensi internasional seperti Konvensi Berne. Data
sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI).
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum,
dan tinjauan kasus empiris.
Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu
mendeskripsikan substansi hukum dan menganalisis tantangan serta solusi berdasarkan teori

hukum dan praktik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Historis Pengaturan Hak Cipta Musik di Indonesia

Pengaturan hak cipta musik di Indonesia bermula dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1982, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 untuk
menyesuaikan dengan perkembangan global. Pada 2014, undang-undang diperbaharui untuk
mengakomodasi era digital, termasuk hak cipta atas musik yang diproduksi secara elektronik.
Pengaruh konvensi internasional seperti Konvensi Berne (yang diratifikasi Indonesia pada
1997) sangat terasa dalam pembentukan norma-norma ini, memastikan harmonisasi dengan
standar global. Sebelumnya, pada masa kolonial Belanda, pengaturan hak cipta terbatas pada
peraturan-peraturan lokal yang tidak spesifik untuk musik. Perkembangan ini mencerminkan
evolusi dari perlindungan tradisional ke adaptasi terhadap teknologi modern, di mana musik

sebagai karya seni mulai diakui sebagai aset ekonomi yang perlu dilindungi secara ketat.
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Substansi Utama Undang-Undang Hak Cipta Terkait Perlindungan Musik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan musik sebagai karya cipta yang
meliputi komposisi, lirik, dan rekaman suara. Hak eksklusif pemegang cipta, sebagaimana
diatur dalam Pasal 8-10, mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan
mendistribusikan. Hak cipta timbul secara otomatis tanpa pendaftaran (Pasal 40), namun
pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (D]JKI) memberikan perlindungan
hukum yang lebih kuat. Selain itu, hak terkait seperti hak artis penyanyi dan produser
fonogram diatur dalam Pasal 58-60, memberikan lapisan perlindungan tambahan. Dalam
konteks musik, undang-undang ini juga mengatur tentang sampling dan remix, di mana
penggunaan bagian musik orang lain memerlukan izin eksplisit. Hal ini penting untuk
mencegah pelanggaran yang sering terjadi dalam industri musik modern, seperti dalam
produksi lagu populer yang sering mengadopsi elemen-elemen dari karya lama.
Tantangan Utama dalam Penegakan Hak Cipta Musik di Era Digital

Era digital membawa tantangan baru, seperti pembajakan melalui aplikasi streaming
ilegal dan penggunaan musik tanpa lisensi di media sosial. Kasus empiris, seperti gugatan oleh
Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) terhadap platform musik daring, menunjukkan
bahwa penegakan hukum sering kali lemah akibat kurangnya koordinasi antarlembaga dan
sumber daya terbatas. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2020
menggarisbawahi pentingnya bukti digital, namun implementasi masih menghadapi
hambatan teknis dan yuridis. Globalisasi juga memperumit pengawasan lintas batas, dengan
musik Indonesia sering kali dilanggar di luar negeri. Selain itu, kesadaran masyarakat yang
rendah tentang hak cipta berkontribusi pada maraknya pelanggaran, seperti unduhan ilegal
melalui torrent atau penggunaan musik di konten video tanpa royalti. Dampak ekonomi dari
hal ini sangat signifikan, di mana artis dan produser kehilangan pendapatan potensial, yang
pada gilirannya menghambat inovasi dalam industri musik.
Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pelanggaran Hak Cipta Musik

Pelanggaran hak cipta musik tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga ekonomi dan
sosial. Secara ekonomi, industri musik Indonesia diperkirakan kehilangan triliunan rupiah per
tahun akibat pembajakan, yang mempengaruhi pendapatan artis, label rekaman, dan negara
dari pajak. Sosialnya, hal ini dapat menurunkan motivasi kreator untuk menghasilkan karya
baru, karena imbalan finansial tidak sebanding dengan usaha. Studi empiris menunjukkan

bahwa negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan berhasil mengurangi pelanggaran
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melalui kampanye edukasi dan teknologi anti-pembajakan, yang dapat menjadi pelajaran bagi
Indonesia.
Perbandingan dengan Pengaturan Hak Cipta Musik di Negara Lain

Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia
memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif, namun penegakan hukumnya lebih
lemah. Di Amerika Serikat, Digital Millennium Copyright Act (DMCA) memberikan mekanisme
cepat untuk menghapus konten pelanggar, sementara di Indonesia, prosesnya masih
memakan waktu lama. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi untuk menyelaraskan dengan
standar internasional, termasuk melalui kerja sama bilateral dalam ASEAN.
Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hak Cipta Musik

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi multi-dimensi. Pertama,
penguatan kapasitas DJKI melalui investasi teknologi pemantauan digital. Kedua, peningkatan
sanksi pidana dan perdata dalam undang-undang untuk memberikan efek jera. Ketiga,
kampanye edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku industri musik. Keempat,
kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dan platform global seperti Spotify
untuk memastikan kepatuhan lisensi. Selain itu, pengembangan sistem lisensi kolektif yang
lebih efisien dapat membantu dalam distribusi royalti yang adil, serta integrasi teknologi

blockchain untuk melacak penggunaan musik secara real-time.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta musik di Indonesia telah mengalami kemajuan melalui undang-
undang yang responsif terhadap perubahan zaman, namun tantangan penegakan di era digital
tetap menjadi hambatan utama. Dengan implementasi strategi yang komprehensif, Indonesia
dapat lebih efektif melindungi aset intelektual musiknya, mendorong pertumbuhan industri
kreatif yang berkelanjutan. Rekomendasi utama adalah revisi kebijakan untuk meningkatkan

penegakan hukum dan kolaborasi lintas sektoral.
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